
SALINAIYI

t

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN
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TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Hurrf B
Angka 2 huruf b Lampiran I Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/V[/ 2021 tentang Pedoman

PenSrusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota Tahun 2O2O-2O24, yang menyatakan

Renstra KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan

Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah Renstra KPU

Tahun 2O2O-2O24 ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hurrf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Tahun 2O2O-2O24;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1Mengingat

2004...

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran



2

2-

2OO4 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

2Ol2 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di

Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 23O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65a7);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2OL7 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61O9);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 10);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerl'a Komisi

Pemilihan lJmum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
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dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2O2I tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 7861;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

tentang Tata Cara PenSrusunan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga Tahun 2O2O-2O24 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 663);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 197lPR.O1.3-Kpt/Ol/KPU/Nl2O2O tentang

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun

2020-2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 357/PR.O1.3-Kpt/Ot ll<PU lYll2021 tentang

Pedoman Pen5nrsunan Rencana Strategis Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota Tahun 2O2O-2O24 ;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 16lE.A/3218/KPU-Kab/VII l2O2L

tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Tahun 2O2O-2O24 ;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN

2020-2024.
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Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Tahun 2O2O-2O24 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang mempakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandar€rn Tahun 2O2A-2O24 sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tatrun 2O2O sampai

dengan tahun 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Tahun 2O2O-2O2+ sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU, meliputi:

a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangand ar arL Tatrun 2O2O -2024 ;

b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka

kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Tahun 2O2O-2O24; dan

c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2O2O-2O24.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Tahun 2O2O-2O24 sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

a. pen5rusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangandaran;

b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran dan pemangku kepentingan lainnya;

c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengav/asan program/kegiatan di linglmngan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran; dan

d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KELIMA

Ditetapkan . . .
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAE}UPATEN PAN GANDARAN

Su Hukum,

Ismail

Ditetapkan di Pangand.aran

pada tanggal 28 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd.
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KABUPATEN PANGANDARAN
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TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
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KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
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BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan lembaga

dan satuan kerja untuk periode 5 (lima) tahun. Komisi Pemilihan Umum

telah menetapkan Renstra sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-

Kpt/01/KPU/Nl2O2O tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum

Tahun 2O2O-2O24. Renstra tersebut meliputi visi, misi dan tujuan, arah

kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja

dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu

satuan kerja Komisi Pemilihan Umum men5rusun Renstra Tahun 2O2O-2O24

berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum, dan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-

Kpt/OL/KPU lYll2o21 tentang Pedoman Pen5rusunan Rencama Strategis

Komisi Pemilihan Umum Frovinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota Tahun 2O2O-2O24, yang diuraikan sebagai berikut:

A. Kondisi Umum

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya

disingkat KPU adalah penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) untuk
memilih anggota Dewan Per-wakilan Ratryat (DPR), anggota Dewan Perwakilan

Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) secara langsung oleh ralryat di

Kabupaten Pangandaran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109).

Selain itu, KPU Kabupaten Pangandaran juga diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemifihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tarnbahan Lembaran Negara Republiklndonesia

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran
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Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 65471.

1. T\rgas, Wewenang, dan Kewajiban

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan I-embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109), KPU Kabupaten Pangandaran

bertugas:

a. MenjabarkEux program dan melaksanakan anggaran;

b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten

Pangandaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan

oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja;

d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;

e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir

dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan

diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar

Pemilih;

f. Melakukan dan mengumumkan rekapitrrlasi hasil penghihrngan

suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Fresiden dan

Wakil Presiden, dan anggota DPRD Frovinsi serta anggota DPRD

Kabupaten Pangandaran berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi

suara di PPK;

g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertilikat

penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta

Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pangandaran, dan KPU Provinsi;

h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Pangandaran terpilih

sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran
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Kabupaten Pangandaran dan membuat berita acaranya;

i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang

disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran;

j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pangandaran kepada

masyarakat;

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

Penyelenggaraan Pemilu; dan

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,

dan / atau ketentuan peraturan perundan g-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109), KPU Kabupaten Pangandaran

berurenang:

a. Menetapkan jadwal di Kabupaten Pangandaran;

b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja;

c. Menetapkan dan mengumumkan rekapihrlasi penghitungan suara

Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pangandaran berdasarkan

rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara

rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

d. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran untuk
mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pangandaran

dan mengumumkannya;

e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan

sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tatrapan

Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan

Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten Pangandaran,

dan / atau ketentuan peraturan pen:,ndang-undan gan ; dan

f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU

Provinsi, dan / atau ketentuan peraturan perundang-undan gan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan kmbaran

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 6109), KPU Kabupaten Pangandaran

berkewajiban:

a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan

tepat waktu;

b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;

c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada

masyarakat;

d. Melaporkan pertanggungiawaban penggunaan €ulggaran sesuai

d.engan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Menyampaikan laporan pertanggungiawaban semua kegiatan

Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dolarmen serta

melaksanakan penSmsutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang

disusun oleh KPU Kabupaten Pangandaran dan lembaga kearsipan

Kabupaten Pangandaran berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh

KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Pangandaran

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan

Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan

tembusannya kepada Bawaslu;

i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten

Pangandaran dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU

Kabupaten Pangandaran;

j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten

Pangandaran;

k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat

Kabupaten Pangandaran kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh)

hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Pangand,aran;

1. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara

berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai

ketentuan peraturan pemndang-undangan;

m. Melaksanakan putusan DKPP; dan

n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi

dan / atau peraturan perundang-undangan.

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran
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Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan ketentuan Pasal

13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), tugas dan wewenang

KPU Kabupaten Pangandar€rn dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandarana meliputi:

a. Merencanakan program dan anggaran;

b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pangandaran;

c. Men5msun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Pangandarart,

PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau

KPU Provinsi;

d. Men5rusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraa.n Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandar€rn dalam wilayah kerja;

f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengend.alikan semua

tahapan penyelengg€rraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU

Provinsi;

g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran;

h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan

data terakhir:

1. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD;

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan

3. Pemilihan,

serta menetapkannya sebagai daftar pemilih;

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran
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i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU

Provinsi;

j. Menetapkan Fsmgm Calon Bupati dan Gtm Walel B'pdi Fangandaran

yang telah memenuhi persyaratan;

k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan

suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran
berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK

di wilayah Kabupaten Pangandaran;

1. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta

Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pangandaran, dan KPU Provinsi;

m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran untuk
mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran;

n. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU

melalui KPU Provinsi;

p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten

Pangandaran atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran

Pemilihan;

q. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan

sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten

Pangandaran, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten

Pangandaran yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan

rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pangandaran dan/atau ketentuan

peraturan pemndang-undangan;

r. Melaksanakan s6siali561si penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang

berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Pangandaran kepada

masyarakat;

s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan

peraturan pemndang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran
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Provinsi;

t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran;

u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD

Kabupaten Pangandaran; dan

v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan lata,u ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintatr Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5678), KPU Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pangand arar: wajib:

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran dengan tepat waktu;

b. Memperlakukan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara

adil dan setara;

c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraErn Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati kepada masyarakat;

d. Melaporkan pertanggungiawaban penggunaErn anggaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

e. Menyampaikan laporan pertanggungiawaban semua kegiatan

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran

kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU

Provinsi;

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta

melaksanakan pen5nrsutannya sesuai dengan ketentuan peraturan

pemndang-undangan;

g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Pangandaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraarl

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran kepada Menteri

melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran
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menyampaikan tembu s annya kep ada Bawaslu Provinsi ;

i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten

Pangand€rran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat

Kabupaten Pangandaran kepada peserta Pemilihan paling Lana 7
(tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten PangandararL;

k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan

l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi

dan / atau ketentuan peraturan perundan g-undan gan.

KPU Kabupaten Panganda;ran memiliki peran yang sangat penting

dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109), dan Undang-Undang Republik tndonesia Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir d.engan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2Al4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Ind.onesia Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Ind.onesia Nomor 65471. Dalam melaksanakan tugas, wewenang,

dan kewajiban, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan pembagian

tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah. Divisi adalah

pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU

Kabupaten Pangandaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Koordinator Wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian

tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU Kabupaten

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran
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Pangandar€rn berdasarkan wilayah ke{a. Hal ini berdasarkan ketentuan

Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 32O) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2O2L tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2OL9 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 7861.

Berikut Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten

Pangandaran, meliputi:

a. Divisi Keuangan, LJmum, Rumah Tangga dan Logistik;

b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan

Sumber Daya Manusia;

c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;

d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan

e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan Rapat Pleno untuk

menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi yang kemudian

dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 5O1HK.03.1-Kpt/3218/KPU-
Kab lxll/2018 tentang Penetapan Divisi Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Periode 2Ol8-2O23 sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor : 232.1/HK.03. t-Kpt/3218/KPU-Kab IVIIU 2OL9 tentang

Pembahan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 5O1HK.03.1-Kptl32L8/KPU-
Kab lxlll2AlS tentang Penetapan Divisi Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Periode 2Ol8-2O23.

Ketua merangkap
Anggota

(Muhtadta, S.H.I.}

Anggota

{Norazlzah,
s.E.l

Anggota

(Maskurt
SudraJat,
s.Pd.r.l

Anggota

(Andts Dedt
Suprladi,

s.E.l

Anggota

(Suwardl
Manlnggesa,

s.H.r.l
jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran
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Tabel I
susunan Anggota KPU Kabupaten Pangandaran Periode 2otg-2o22

Berdasarkan Divisi

No Nama Kedudukan Divisi

Koordianator

Wilayah

1

Muhtadin, S.H.I Ketua Keuangan,

Umum,

Rumah Tangga

dan Logistik

Kecamatan

Cigugur,

Ianglaplancar

Maskuri Sudrajat, S.Pd.I Wakil Ketua

Kecamatan

Pangandarar:-,

Kalipucang

2

Andis Dedi Supriadi, S.E
Ketua

Teknis

Penyelenggaraan

Kecamatan

Sidamulih, Parigi

Norazizah, S.E Wakil Ketua

Kecamatan

Cimerak,

Cijulang

3

Norazizah, S.E
Ketua

Perencanaan,

Data, dan

Informasi

Kecamatan

Cimerak,

Cijulang

Andis Dedi Supriadi, S.E Wakil Ketua
Kecamatan

Sidamulih, Parigi

4

Maskuri Sudrajat, S.Pd.I
Ketua

Sosialisasi,

Pendidikan

Pemilih,

Partisipasi

Masyarakat, dan

Sumber Daya

Manusia

Kecamatan

Pangandaran,

Kalipucang

Suwardi Maninggesa, S.H.I Wakil Ketua

Kecamatan

Mangur{aya,

Padaherang

5

Suwardi Maninggesa, S.H.I
Ketua

Hukum dan

Pengawasan

Kecamatan

Mangunjaya,

Padaherang

Muhtadin, S.H.I Wakil Ketua

Kecamatan

Cigugur,

Langftaplancar

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran



-t2-

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, KPU

Kabupaten Pangandarzrn dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten

Pangandaran berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2O2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 1236). Berikut Struktur Organisasi Sekretariat KPU

Kabupaten Pangandaran :

Sekretaris KPU

Kabupaten Pangandaran

(Endang Hidayat, S.H.)

Subbagian
Keuangan,
Umum dan

Logistik

Imam Mustofa
Kamal, S.Sos.,

M.Si.

Subbagian
Teknis

Penyelenggara
Pemilu,

Partisipasi dan
Hubungan
Masyarakat

Wawan
Cahyana, S.Hut

Subbagian
Perencanaan,

Data dan
lnformasi

Tato Nurianto,
S.T.

Subbagian
Hukum dan

Sumber Daya
Manusia

Hasanuddin
Ismail, S.H.,

M.H.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Hasanuddin Ismail, S.H., M.H.
2. Alfiyatur Rahmawati, S.IP.
3. Atang
4. Su4ranto
5. Soleh
6. Iwan Kartiwa
7. Rina Herdiani
8. Dede Sutiawan
9. Nurita Eka Silviana Rrtri
lO.Ani Yuliani
1l.Hamdan
12.Ida Parida
13.Candra Firmansyah
l4.Lisnawati
15.Anto Sulistio
l6.Suhendar
LT .Lrngga Tiarta Ramadhan

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran
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2. Program Kegiatan

Program kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode tahun

2O2O-2O24 ada 2 {dua) program, yaitu:

a. Program Dulnrngan Manajemen; dan

b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi

Demokrasi.

3. Sumber Daya Manusia

a. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Pangandaran terdiri dari 20

pegawai dengan komposisi:

- Pegawai dengan status pegawai organic yang diangkat oleh KPU

sebanyak 5 [ima) orang, dan DPK {sebanyak 5 [ima) orang; dan

- Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

(PPNPN) sebanyak 11 orang.

b. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pegawai di linglnrngan KPU Kabupaten Pangandaran berdasarkan

jenjang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2

Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan Jenj ang Pendidikan

No Jabatan

Tingkat Pendidikan

SD SMP SMA D3 SI S2

1 Sekretaris 1

2 Kasubag 2 1

3 Staf PNS 4 1 1

4 Staf PPNPN 5 5 1

4. Sarana dan Prasarana

a. Tanah dan Gedung Kantor

Tanah dan Gedung Kantor yang digunakan KPU Kabupaten

Pangandaran menrpakan milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran,

tetapi penggunaan dan perawatannya dikelola KPU Kabupaten

Pangandaran.

b. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas yang dimiliki KPIJ IGbtrpten nanganaatan sebagai

berikut:

- Kendaraan roda 4 terdiri dari 7 (tujuh) unit APBN dan 3 (tiga) unit

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran
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pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran; dan

- Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 4 (empat) unit dari APBN;

c. Barang Milik Negara Pendukung lainnya

Barang Milik Negara Pendukung lainnya yang dimiliki diantaranya:

- Komputer;

- Scanner; Printer, dan peralatan elektronik pendukung lainnya;

dan

- Peralatan meubelair perkantoran lainnya.

5. Anggaran KPU Kabupaten Pangandar€rn

Dalam kurun waktu 5 [ima) tahun yaitu dari tahun 20 15 sampai

dengan 2019, anggaran KPU Kabupaten Pangandar€rn mengalami

kenaikan, dengan rincian sebagai berilort:

Tabel 3

Alokasi Anggaran KPU Kabupaten Pangatrdaran Tahun 2Ol5-2O19

No Anggaran Tahun Alokasi DIPA (Rp)

1 2015 18.561.506.000
Program Duhrngan Manajemen dan Pelaksanaan

T\rgas Teknis Lainnya

877.384.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 508.320.000
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan

Perbaikan Proses Politik

77.L75.802.000

2 2016 4.425.1 1 1.000

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

T\rgas Teknis Lainnya

2.t30.249.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 0
Program Penguatan Kelembaga€ln Demokrasi dan

Perbaikan Proses Politik

2.294.862.000

3 20t7 3.3L7.781.000

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

T\rgas Teknis Lainnya

2.409.502.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 10.000.000

Frogram Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan

Perbaikan Proses Politik

898.279.OOO

4

2018 13.962.958.000

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

T\rgas Teknis Lainnya

Lr.432.900.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 332.304.000

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran
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Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Pangandaran Tahun

2015-2019

Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten,

KPU Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan 1 kali Pemilu

Serentak pada tahun 2Ol9,2kah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

pada tahun 2015 dan 2O2O, dan 1 kali Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. KPU Kabupaten Pangandaran

akan kembali menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak pada

tahun 2024.

a. Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Pangandaran Tahun 2015

Gambar I
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015
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Gambar 2

Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandarzul Tahun 2015

b. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun

Gambar 3

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara dan Partisipasi Pemilih

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Barat Tahun 2018
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c. Pemilu Serentak Tahun 2Ol9

Gambar 4

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2Ol9 di Kabupaten Pangandaran

Gambar 5

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Partai Politik

Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat X Tahun 2Ol9

,
a I

V
rr tUP*RTAI POLITII( PESERT* 20r9

Ei
Pfr'Eirffi

w
!!l!-r.!!!!t?

3lF.!S$r

r'1 _.6
99-n!!!!

d.i.. ."* -..'t'.

m

o
'. 1.

€)

@
].... r,.]]

c c

BHffi@HIM
IKPU

f[ployoni

lhrlrr Frrol.trr tl*rr tJl
Xacr-n

I 2 3 a 5 0 1 8 e t0 tt il rt 'ta te 20

O? CEL6{.R r 585 8t 30t

1,166 6 117 2*2 387 rG0 781 79 2.87 il.{4 ,qaj l802 cLr.A-Ar{G

03 C$ERAX 7,13S 4.5{'O 9B a 166 641 3.6*l t.u2 30

t.3E 9S7 533 711 50 21 24

ar1205 IAHGKTPIA|,ICAR 3 127 3 587 t3.2 i2'l ..., 75 24

',...'-.'.-,. r 47t 5 508 .143

n
!6 133 :J r3

2 4{6

.t3

16C! 388 43

09 PARIGI 2 79{ r 429 601 il8

24

26

r! sDA[rl*{ r 984 r.&t; 43

JUJ* tor.l xLvT rc.05t s.t15 ra_0?a 5.rsil t3E t.}!a !t.tl0 5.tla t5.sil t7a taztt tltC 7.5{a Ila 23i

Pmilf, Srrnsdr r !.orlt t.72.!6 3.ta rtttr 3,ita 0.1r,l t,G!5 9.9t3r Ir3a t.tm 0.n1l l.rya 0.tt',r 0.ut150.0fir t,rrra

o

rc

Xffi Unt Prtd Poaiff Prxrrr Pn{u Atggd. OPn fl Oqil JSr X

08 PA}G4AT}AFA{

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran



900m

80.m

?q000

60,t00

3S.0m

.to06

30"000

e0.0m

l&(ID

0

1

-18-

GRATIK PTROITHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PEMITU ANGGOTA DPR RI DAPIL 
'ABAR 

X

3:38.!l 'r

T i-agtar--1 ,-t; aa.Jg -. 1
T

,rr : ia

lO 
-,

19 20

I N

?34567891011121314

k"e. ";t}a,r*Hgkk ]*HmIn x:MH:s"
Gambar 6

Grafik Perolehan Suara Sah Partai Politik

Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat X Tahun 2Ol9

Gambar 7

Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat X Tahun 2OL9
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Gambar 8

Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Pemilu Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat XIII
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Gambar 11

Grafik Klasifikasi Usia dan Jenjang Pendidikan
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Gambar 14

Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2Ol9
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Gambar 15

Rekapitulasi Jumlah Kursi Partai Politik

Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Pemilu Tahun 2Ol9
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Gambar 16

Rekapitulasi Perolehan Suara

Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2OL9
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Gambar 17

Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pemilu Tahun 2Ol9

Gambar L8

Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 201"9
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d. Pemilihan Bupati dan Wakil Pangandaran Tahun 2O2O
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Gambar 19

Rekapitulasi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O
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Gambar 2O

Rekapitulasi Perolehan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O

Pada tahun 2Ol5-2O19, KPU Kabupaten Pangandaran telah

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Renstra KPU Kabupa.ten

Pangandaran tahun 2OL5-2OL9. Adapun sasaran strategis dan indikator

kinerja Renstra KPU Kabupaten Pangandaran tahun 2Ol5-2Ot9 sebagai

berikut:

Pr6ahtasa

13.995
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B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi dan Permasalatran

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten

Pangandaran diukur d.ari -Terselenggaranya Pemilu yang berkualitas dan

dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Pelaksanaan

tugas ini dipengamhi oleh 7 (tttjuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi,

yaitu:

a. Aspek Kelembagean;

b. Aspek Sumber Daya Manusia;

c. Aspek Kepemimpinan;

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran;

e. Aspek BussfnessProcess dan Kebijakan;

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang

demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:

- Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;

- Persentase partisipasi pemilih perempudn dalam

Pemilu/Pemilihan;

- Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam

Pemilu/Pemilihan;

- Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk

dalam daftar pemilih;

- Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk

dalam daftar pemilih tetap; dan

- Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan

Pemilu/Pemilihan.

b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil

dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;

- Persentase penyelenggaraPemilu/Pemilihan; dan

- Persentase sengketa hulmm yang dimenangkan KPU.

c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

dengan indikator kinerja sasaran strategis:

- Nilai akuntabilitas kinerja;

- Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;

- Indeks reformasi birokrasi; dan

- Nilai keterbukaan informasi publik.
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f. Aspek Dukungan InfrastrukLur dan Teknologi Informasi; dan

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Merujuk kepada aspek-aspek tersebut, KPU Kabupaten Pangandaran

memiliki potensi fkekuatan) sekaligus menghadapi permasalahan

(kelemahan) yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4

Analisis Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Pangandaran

Potensi (Kekuatan) Permasalahan (Kelemahan)

KPU memiliki Sumber Daya

Manusia yang besar dengan

berbagai latar belakang pendidikan

dan usia pada saat penyelenggaraan

pemilu/pemilihan

Dinamika peraturan terkait

Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan

yang mudah berubah

Kepemimpinan KPU bersifat kolektif

kolegial sehingga memiliki potensi

yang lebih tinggi untuk membangun

kepercayaan publik

Dulnrngan sarana dan prasarana

dalam pemanfaatan teknologi

informasi belum optimal

Partisipasi yang tinggi pada Pemilu

2019

Kurang jelasnya batas kewenangan

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,

mengarah pada inefisiensi kinerja

organisasi
Aspek kelembagaan KPU

merupakan lembaga bersifat

nasional, tetap dan mandiri

Proses internalisasi peraturan dan

budaya kerja organisasi masih lemah

Hubungan baik dengarr stakeholder

terkait

Jumlah dan komposisi pegawai belum

sesuai dengan tugas, fungsi dan

beban kerjanya
KPU bekerjasama dengan organisasi

atau Kementerian/ Lembaga (K/ L)

lain untuk melaksanakan tugas dan

fungsinya

Media sosialisasi yang belum

digunakan secara maksimal

Kesempatan pendidikan formal dan

diklat guna meningkatkan kapasitas

tata kelolaPemilu
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2. Peluang dan Ancaman

KPU Kabupaten Pangandaran juga dihadapkan pada sejumlah

peluang (opportunitres) dan ancaman (threats) yang perlu dimanfaatkan

dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun

peluang dan ancaman tersebut diantaranya adalah:

Tabel 5

Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Pangandarart

3. Analisis Deslcriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran Potensi (Kekuatan), Permasalahan

(Kelemahan), Peluang (Opportunities), dan Ancaman {Threats) KPU

Kabupaten Pangandaran, maka dimmuskan strategi yang perlu

dilaksanakan kedepan pada tahun 2O2O-2O2+. Analisis strategi

menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Pelu an g lO pp ortunitie s) Ancaman lThreatsl
Keberadaan KPU diatur dalam

Konstitusi

Penyebaran informasi palsu (hoax)

yang mudah berkembang akibat

perkembangan media online
Rencana pemindatran Ibu Kota Negara

baru

Perkembangan masyarakat yang

menjadi basis pemilih pada Pemilu

sangat dinamis, akibat perubahan

lokasi (mutasi), perkembangan

umur dan sebagainya

Tingginya kesadaran masyarakat dalam

menggunakan hak pilih pada kehidupan

bernegara yang demokratis

Tingginya dinamika politik dan

regulasi dalam penyelenggaraan

Pemilu dan Pemilihan Serentak
Perkembzrngan teknologi informasi dan

komunikasi yang pesat, sehingga

kehidupan masyarakat semakin digital

Masih terdapatnya ancaman

kebebasan berpendapat,

intoleransi, dan diskriminasi

terhadap berbagai perbedaan
Infrastruktur teknologi informasi

komunikasi di wilayah Kabupaten

Pangandaran mendulmng untuk
pemanfaatan teknologi dalam Pemilu

dan Pemilihan Serentak secara optimal

Bencana non alam yang tidak bisa

diprediksi sebelumnya sehin gga

men gakibatkan terhambatnya

proses penyelenggara€rn Pemilu dan

Pemilihan Serentak

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran



29-

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau

pengolahan data dengan jalan men)rusun secara sistematis dalam bentuk

kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel

tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian

kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa,

kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-

kategori, seperti pada tabel berikut:

Tabel 6

Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang

Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang

KPU Kabupaten Pangandaran (SO)

Potensi {Strength)

1. KPU memiliki Sumber Daya

Manusia yang besar dengan

berbagai latar belakang

pendidikan dan usia pada saat

penyelenggaraata

Pemilu/Pemilihan;

2. Kepemimpinan KPU bersifat

kolektif kolegial sehingga

memiliki potensi yang lebih

tinggi untuk membangun

kepercayaan publik;

s. Partisipasi yang tinggr pada

Pemilu 2019;

4. Aspek kelembagaan KPU

menrpakan lembaga bersifat

nasional, tetap dan mandiri;

5. Hubungan baik dengan

stakeholder terkait;

6. KPU bekerjasama dengan

organisasi atau

Kementerian / Lembaga ( K/ L)

lain untuk melaksanakan tugas

dan fungsinya; dan
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7. Kesempatan pendidikan formal

dan diklat guna meningkatkan

kapasitas tata kelola Pemilu.

Pelu an g (O pp ortunitres)

1. Keberadaan KPU diatur dalam

Konstitusi;

2. Rencana pemindahan Ibu Kota

Negara baru;

3. Tingginya kesadaran masyarakat

dalam menggunakan hak pilih

pada kehidupan bernegara yang

demokratis;

4. Perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi yang

pesat, sehingga kehidupan

masyarakat semakin digital; dan

5. Infrastruktur teknologi informasi

komunikasi di wilayah

Kabupaten Pangandaran

mendukung untuk pemanfaatan

teknologi dalam

Pemilu/ Pemilihan secara

optimal.

Memanfaatkan Peluang dan

Kekuatan KPU Kabupaten

Pangandaran dalam menjalankan

tugas dan fungsinya dengan

strategi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tata

kelola / manaj emen kelembagaan

berdasarkan pada kualifikasi,

kompetensi, dan kinerja secara

adil dan wajar (merit sgsteml;

2. Meningkatkan pembinaan

sumber daya manusia KPU;

3. Meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan

administrasi keuangan KPU ;

4. Meningkatkan partisipasi

penJrusunan perencanaan dan

penganggaran, koordinasi antar

lembaga;

5. Meningkatkan kualitas publikasi

data dan informasi serta

dokumentasi pelaksanaan

Pemilu berbasis teknologi

informasi secara berkelanjutan

yang terintegrasi; dan

6. Menyrsun standar pelayanal

publik atas setiap jenis layanan

yang diberikan.
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Tabel 7

Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang

Strategi Mangatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)

Kelemahan (Weaknessl

1. Dinamika peraturan terkait

penyelenggaraa.n Pemilu dan

Pemilihan yang mudah berubah;

2. Dulmngzrn surrana dan prasarana

dalam pemanfaatan teknologi

informasi belum optimal;

3. Kurang jelasnya batas

kewenangan dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi, mengarah

pada inefisiensi kinerja

organisasi;

4. Proses internalisasi perahrran

dan budaya kerja organisasi

masih lemah;

5. Jumlah dan komposisi pegawai

belum sesuai d.engan hrgas,

fungsi dan beban kerjanya; dan

6. Media sosialis45i yang belum

digunakan secara maksimal.
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1. Keberadaan KPU diatur dalam

Konstitusi;

2. Rencana pemindahan Ibu Kota

Negara bam;

3. Tingginya kesadaran masyarakat

dalam menggunakan hak pilih

pada kehidupan bernegara yang

demokratis;

4. Perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi yang

pesat, sehingga kehidupan

masyarakat semakin digital; dan

5. Infrastmktur teknologi informasi

komunikasi di urilayah

Kabupaten Pangandaran

mendukung untuk pemanfaatan

teknologi dalam

Pemilu/ Pemilihan secara

optimal.

Memanfaatkan Peluang untuk
mengatasi permasalahan yang

dihadapi KPU Kabupaten

Pangandar€rn dengan strategi

sebagai berikut:

1. Optimalisasi status institusi

KPU Kabupaten Pangand ararl

yang dijamin secara Konstitusi

guna meningkatkan nilai-nilai

dalam organisasi dan menJrusun

SOP serta batasan kewenangan

yang jelas;

2. Melibatkan masyarakat yang

telah

sadar demokrasi sebagai agen-

agen sosialisasi dalam

pelaksanaan Pemilu dan

Pemilihan;

3. Optimalisasi teknologi informasi

guna memaksimalkan media

sosialisasi KPU Kabupaten

Pangandaran; dan

4. Mengatasi kekurangan pegawai

dengan merekrut PNS banr

maupun menerima pegawai

mutasi dari wilayah lain yang

melalmkan proses mutasi

sesuai prosedur.

32-

Tabel 8

Pemmusan Strategi Potensi dan Kelemahan tW-S)

Strategi Mangatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Potensi (WS)

Kelemahan (Weakness)

1. Dinamika peraturan terkait

penyelenggErraan
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Pemilu / Pemilihan yang mudah

berubah;

2. Dukungan sar€ura prasarana

dalam pemanfaatan tela:ologi

informasi belum optimal ;

3. Kurang jelasnya batas

kewenangan dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi, mengarah pada

inefi siensi kinerj a organisasi;

4. Proses internalisasi peraturan

dan budaya kerja organisasi

masih lemah;

5. Jumlah dan komposisi pegawai

belum sesuai dengan tugas,

fungsi dan beban kerjanya; dan

6. Media sosialisasi yang belum

digunakan secara maksimal.

Potensi {Strength)

1. KPU memiliki Sumber Daya

Manusia yang besar dengan

berbagai latar belakang

pendidikan dan usia pada saat

penyelenggaraan Pemilu dan

Pemilihan;

2. Kepemimpinan KPU bersifat

kolektif kolegial sehingga

memiliki potensi yang lebih

tinggi untuk membangun

kepercayaan publik;

3. Partisipasi yang tinggi pada

Pemilu 2OL9;

4. Aspek kelembagaan KPU

merrrpakan lembaga bersifat

nasional, tetap dan mandiri;

Memanfaatkan Potensi untuk
mengatasi kelemahan dengan

strategi sebagai berikut:

l. Meningkatkan kualitas

publikasi, pengelolaan data dan

informasi secara berkala serta

dokumentasi pelaksanaan

Pemilu berbasis teknologi

informasi secara berkelanjutan

yang terintegrasi.

2. KPU Kabupaten Pangandaran

Meningkatkan kapasitas sumber

daya manusia dalam mengelola

logistik Pemilu dan Pemilihan

secara tepat waktu, tepat

jumlah, tepat jenis, tepat

kualitas, dan tepat sasaran;
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Tabel 9

Pemmusan Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)

5. Hubungan baik dengan

stakeholder terkait;

6. KPU bekerjasama dengan

organisasi atau

Kementerian/Lembaga (K/L) lain

untuk melaksanakan tugas dan

fungsinya; dan

7. Kesempatan pendidikan formal

dan diklat guna meningkatkan

kapasitas tata kelola Pemilu.

3. Meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan

administrasi keuangan ;

4. Memfasilitasi pendidikan

pemilih secara berkala dan

berkelanjutan;

5. Meningkatkan koordinasi

dengan segenap pemangku

kepentingan pada tiap tahapan

Pemilu dan Pemilihan untuk
memetakan situasi kondisi yang

sebenarnya;

6. Meningkatkan pengawasan

internal di KPU; dan

7. Menyelenggarakan pengadaan

dan pengelolaan aset KPU

secara baik dan optimal.

Strategi Mangatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang tWO)

Kelemahan {Weakness)

l. Dinamika peraturan terkait

penyelenggaraan

Pemilu / Pemilihan yang mudah

berrbah;

2. Dukungan sarana prasarana

dalam pemanfaatan telorologi

informasi belum optimal;

3. Kurang jelasnya batas

kewenangan dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi, mengarah pada

inefi siensi kinerj a organisasi ;
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4. Proses internalisasi peraturan

dan budaya kerja organisasi

masih lemah;

5. Jumlah dan komposisi pegawai

belum sesuai dengan tugas,

fungsi dan beban kerjanya; dan

6. Media sosialisasi yang belum

digunakan secara maksimal.

Peluang lOpportunitie s)

1. Keberadaan KPU diatur dalam

Konstitusi;

2. Rencana pemindahan Ibu Kota

Negara bam;

3. Tingginya kesadaran masyarakat

dalam menggunakan hak pilih

pada kehidupan bernegara yang

demokratis;

4. Perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi yang

pesat, sehingga kehidupan

masyarakat semakin digital; dan

5. Infrastruktur teknologi informasi

komunikasi di wilayah

Kabupaten Pangandaran

mendukun g untuk pemanfaatan

teknologi dalam Pemilu/

Pemilihan secara optimal.

Memanfaatkan Peluang untuk
mengatasi kelemahan dengan

strategi sebagai berikut:

1. Menyusun SOP setiap eselon

fabatan), disertai pengulmran

indikator kinerjanya di setiap

eselon flabatan);

2. Pendayagunaa.n penyelenggara

Pemilu secara optimal untuk
terwujudnya Pemilu yang

langsung, rrmLr.m, bebas, jujur,

adil, ransparan, akuntabel, dan

berintegritas;

3. Meningkatkan kapasitas sumber

daya manusia da-lam mengelola

logistik Pemilu dan Pemilihan

secara tepat waktu, tepat jumlah,

tepat jenis, tepat kualitas, dan

tepat sasaran;

4. Melakukan koordinasi dengan

segenap pemangku kepentingan

baik pada tahap persiapan,

penyelenggaraan maupun setelah

Pemilu; dan

5. Meningkatkan pengawasan

internal di KPU.
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Strategi dari analisis kualitatif dan deskriptif SWOT tersebut

kemudian disintesakan sebagai berikut:

Tabel 10

Sintesa Strategi KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2O2O-2O24

Strategi SWOT Sintesa
a. Melakukan koordinasi

segenap pemangku kepen

(stakeholdefl baik pada

persiapan,

maupun setelah Pemilu

Pemilihan;

b. Menyelenggarakan tata

marlaJemen

berdasarkan pada kualifikasi

kompetensi, dan kinerja secara

dan wajar lmerit sgsteml;

c. Men5rusun pedoman teknis

pelaksanaan dari setiap kebij

dan peraturan yang ditetapkan;

d. Men5rusun SOP setiap

fiabatan), disertai

indikator kinerjanya di setiap

fiabatan);
e. Men5msun standar

publik atas setiap jenis

yang diberikan;

f. Optimalisasi

pengawasan

Pemilu; dan

g. Meningkatkan kualitas pu

pengelolaan data dan

secara berkala serta dolmmen

pelaksanaan Pemilu

teknologi informasi

berkelanjutan yang terintegrasi.

1. Meningkatkan tata kelola/

manajemen KPU;
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a. Meningkatkan kapasitas sumber

daya manusia dalam mengelola

logistik Pemilu dan Pemilihan

secara tepat wal(u, tepat jumlah,

tepat jenis, tepat kualitas, dan

tepat sasaran; dan

b. Meningkatkan pembinaan SDM

KPU Kabupaten Pangandaran.

2. Meningkatkan investasi kapasitas

dan profesionalisme sumber daya

manusia KPU Kabupaten

Pangandaran;

a. Menyelenggarakan pengadaan

dan

pengelolaan aset KPU Kabupaten

Pangandaran secara optimal;

b. Meningkatkan kualitas publikasi,

pengelolaan data dan informasi

secara berkala; dan

c. Dokumentasi pelaksanaan

Pemilu berbasis teknologi

informasi secara berkelanjutan

yang terintegrasi.

3. Meningkatkan investasi aset

teknologi dan Barang Milik XeSaral

KPU Kabupaten Pangand ar an;

a. Pendokumentasian informasi

hukum, undang-undang,

peraturan, dan Keputusan yang

berkaitan dengan pelaksanaan

Pemilu dan Pemilihan; dan

b. Melaksanakan advokasi hukum

dan penyelesaian gugatan

Pemilu.

4. Meningkatkan kapasitas

penyelesaiErn perrnasalahan hulrrm

KPU Kabupaten Pangandaran; dan
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a. Meningkatkan kualitas 5. Meningkatkan kematangan

berpolitik masyarakat.Pengelolaan data dan informasi

secara berkala serta

dokumentasi pelaksanaan

Pemilu berbasis teknologi

informasi secara berkelanjutan

yang terintegrasi; dan

b. Memfasilitasi pendidikan

secara berkala

berkelanjutan.
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Berdasarkan hasil sintesa tersebut, a d a 5 [ima) strategi utama

dalam Renstra KPU Kabupaten Pangandaran Tatrun 2O2O-2O24 atau

disebut "Manifestasi Politik" yang mempakan akronim dari:

a. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Pangandaran;

b. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme sumber daya

manusia KPU Kabupaten PangandarEu"r;

c. Meningkatkan investasi aset teknologi;

d. Meningkatkan kapasitas penyelesaian pennasalahan hukum; dan

e. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.
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BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPAEN PANGANDARAN

A. Visi

Visi KPU Kabupaten Pangandaran menggambarkan kondisi ke depan yang

ingin dicapai melalui seranglaian program dan kegiatan yang diselesikan

dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2O2O-2O24. Visi KPU Kabupaten

Pangandaran tahun 2O2O-2O24 adalah:

"Menjadi Pengelenggara Pemilu Serentak Aang Mandiri, Profesional dan

Beintegitas".

KPU Kabupaten Pangandaran sebagai lembaga Penyelenggua Pemilu

tingkat Kabupaten yang secara hierarki berada di bawah KPU berkewajiban

mewujudkan visi KPU sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana puh,

disertai dengan transparansi dan pertanggungiawaban yang jelas sesuai

dengan peraturan perrrndang-undangan.

2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten,

aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan

mendahulukan kepentingan umum.

3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

B. Misi

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan

berpedoman kepada penrndang-undangan dan kode etik penyelenggara

Pemilu.

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten

Pangandaran berdasarkan ketenhran peraturan perundang-undangan.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif

dan efisien, transpara.n, akuntabel, serta aksesibel.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan telo:ologi informasi dalam

menyelenggarakan Pemilu Serentak.

5. Meningkatkan partisipasi dan lnralitas pemilih dalam Pemilu Serentak,

6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh

pemangku kepentingan.
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Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan

KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2O2O-2O24 yang secara garis besar

dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU Kabupaten
Pangandaran yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya

dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa

dipengaruhi oleh entitas lain.

2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilu dan Pemilihan.

C. t\rjuan
Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi KPU Kabupaten

Pangandaran, maka T\rjuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pangandaran

sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kabupaten Pangandaran yang mandiri, profesional dan

berintegritas.

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien

dan efeldif.

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, llmrlm, bebas, rahasia,

jujur dan adil.

D. Sasaran Strategis

Seiring dengan Tlrjuan di atas, Sasaran Strategis KPU Kabupaten

Pangandaran yang akan dicapai pada tahun 2O2O-2O24 sebagai berilmt:

1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan pertama, yaitu "Mewujudkan

KPU Kabupaten Pangandaran yang mandiri, profesional dan

berintegritas', yaitu:

a. Tersedianya peraturan pemndangan bidang politik yang kuat;

b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan

berkualitas; dan

c. Tenrujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kabupaten

PangandErran yang berkualitas.

2. Sasaran strategis untuk rrrenrylhrjuan kedua, yaitu "Menyelenggarakan

Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu:

a. Temrujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk
selunrh lapisan masyarakat; dan
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b. Terwujudnya koordinasi penyelenggara€rn kepemiluan yang sesuai

dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan

informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi

informasi yang terintegrasi.

3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga, yaitu "Mewujudkan

Pemilu Serentak yang langsung, lrmum, bebas, rahasia, jujur dan adil",

yaitu ter-wujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi

disertai penyelesaian sengketa hukarm yang baik.

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran



-42-

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STA'IEGI, KERANGKA REGUI,ASI, DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Demokratisasi merupakan sarana dalam membentuk sistem politik yang

demokratis di mana memberikan hak-hak seluas-luasnya kepada

masyarakat sehingga pemerintahan dapat diawasi untuk mencegah terj adinya

penyalahgunaan kekuasaan (abuse of pounrl. Dalam demokrasi salah satu

aspek yang penting adalah partisipasi politik. Keputusan politik atau

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menyanglrrt dan mempengaruhi

kehidupan masyarakat sehingga mereka berhak untuk ikut serta dalam

menentukan isi keputusan politik tersebut. Benhrk partisipasi politik antara

lain dengan mengikr-rti kampanye politik, mencalonkan diri dan memberikan

suara.

Terdapat isu-isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi

menurut rencana pembangunan nasional tahun 2O2O-2O24, yaitu:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen,

kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan

jarak antara wakil dan konstihren.

2. Biaya politik tinggi mempakan masalah multidimensi yang harrs

diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik

korupsi, nrsaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola

pemerintahan.

3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancam€rn kebebasan

berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan

akan melematrkan persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Pengelolaan informasi d.an komunikasi publik di pusat dan daerah

belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan

berkeadilan, kualitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan

informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal,

rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan tumnnya partisipasi

dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional

ketujuh, yaitu "Memperliuat Stabilitas Polhukhankam dan Tlansformasi

Pelayanan Publik", Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Stategi
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Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah kebijakan penguatan kapasitas lembaga demokras, melalui:

a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;

b. Pemantapan demokrasi internal partai politik;

c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas partai politik; dan

d. Penguatan penyelenggara Pemilu.

2. Arah kebijakan penguatan kesetaraan dan kebebasan, melalui:

a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;

b. Peningkatan lnralitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan

c. Penyelenggara€rn kepemiluan yang baik.

3. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas komunikasi publik, melalui:

a. Penguatan tata kelola informasi dal komunikasi publik di

Kementerian / Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah lK I L I Dl serta

penyediaan konten dan akses;

b. Peningkatan literasi teknologi informasi dan komunikasi masyarakat;

dan

c. Penguatan peran dan kualitas sumber daya manusia bidang

komunikasi dan informatika, lembaga pers, penyiaran dan jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional "Konsolidasi Demokrasi" diukur

dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif

dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat

capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaeur dan perkembangan 3 aspek, 11

variabel dan 28 indikator demokrasi. Tiga aspek yang dimaksud yaitu

pertama, Kebebasan Sipil lciDil LiberQ) dengan variabel kebebasan

berkumpul dan bers erikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan

dan kebebasan dari diskriminasi. Kedua., Hak-Hak Politik {Politiral Rr.gthts)

dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam

pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. K.tgq Lembaga

Demokrasi (/nsfitutian of Democracg) dengan variabel Pemilu yang bebas dan

adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan

peran peradilan yang independen. Sedangkan metodologr penghitungannya

menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu

dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Drrscussrrcn (FGD), dan (4)

wawancara mendalam. Hasil indeks bempa angka dengan skala 1-100 yang
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menrpakan skala normatif di mana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah

kinerja tertinggi.

Terdapat dua kegiatan prioritas dalam RPJMN tatrun 2O2O-2O24 yang

terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan

Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun proyek prioritas yang

termasuk dalam kegiatan prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga

Demokrasi" dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhoc

Pemilu; 2) Ketersediaan logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu;

dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sedangkan Proyek Prioritas yang

termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan"

yang terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2)

Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih kepada

Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih kepada

Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan

Daerah Rawan Konflik/ Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada

Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia KPU.

B. Aratr Kebiiakan dan Strateg KPU Kabupaten Pangandaran

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Pangandaran mengacu pada

arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN

tahun 2O2O-2O24. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang ingin

diwujudkan KPU Kabupaten Pangandaran kemudian dijabarkan menjadi

arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan

strategi yang dikelompokkan ke dalam dua Program sesuai dengan Susunan

Organisasi dan Tata Kelola KPU Kabupaten Pangandaran kedepan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan sebagai berikr-rt:

a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan

berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan

wajar (meritsystem);

b. Men5rusun SOP disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap

jabatan;

c. Men5rusun standar pelayanan publik atas setiap jenis layanan yang

diberikan oleh I(PU Kabupaten Pangandaran;

d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan

dan administrasi kepegawaian di linglnrngan KPU Kabupaten

Pangandaran;
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e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi

pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara

berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kabupaten Pangandaran;

f. Menyediakan dokumen perencernaan dan penganggaran koordinasi

antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

g. Meningkatkan transparansi dan akrntabilitas pengelolaan

administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran;

h. Mendukung KPU dalam penyelenggara€rn audit, pemantauan, reviu

serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten

PangandaxarL;

i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;

j. Optimalisasi pembinaan, pengawastrn penyelenggaraa.n Pemilu di

wilayah Kabupaten Pangandaran ;

k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan

perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Pangandaran; dan

1. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten

Pangandaran secara optimal.

2. Frogram Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi,

dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Memfasilitasi penyelenggaraan tatrapan Pemilu (Pemilu Presid.en dan

Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati) di wilayah

KPU Kabupaten Pangandaran;

b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemanglru kepentingan,

baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu

di wilayah Kabupaten Pangandaran;

c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk
terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil,

transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kabupaten

Pangandaran;

d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam

mengelola logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat wakh-I, tepat

jumlah, tepat jenis, tepat lnralitas dan tepat sasar€rn di wilayah

Kabupaten Pangandaran ;

e. Menyiapkan pen5rusun€ux rancangan produk hukum,
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan
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kajiannya; dan

f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yurg berkelanjutan di wilayah

Kabupaten Pangandaran.

C. Kerangfua Regulasi KPU Kabupaten Pangandaran

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya

regulasi dalam kaitannya dengan pelaksaaan tugas pokok dan fungsi

organisasi selama lima tatrun ke depan. Selama kurun watrrtu 2O2O-2O24

regulasi yang akan diterbitkan KPU Kabupaten Pangandaran antara lain:

1. Regulasi terkait Tahapan Pemilu dan Pemilihan

a. Pemilu

- Keputusan tentang Penetapan Badan Penyelengga-m. Ad Hoc;

- Berita Acara tentang Penetapan Hasil Verifikasi Partai Politik

Peserta Pemilu;

- Keputusan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam

Pemilu;

- Berita Acara tentang Penetapan Hasil Verilikasi Pencalonan

Anggota DPD;

- Keputusan tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye

Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran;

- Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan

Suara Pemilu;

- Berita Acara tentang Penghitungan Suara dan Sertifikat

Penglritungan Suara;

- Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Pemilu.

b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Keputusan tentang Pedoman Telmis Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;

- Keputusan tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc;

- Keputusan tentang Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc;

- Keputusan tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan

Persebaran Dukungan Bagi Bakal Calon Perseorangan;

- Keputusan tentang Pedoman Teloris Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggara€rn Pemilihan;

- Keputusan tentang Pedoman Teknis Pencalonan;
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- Keputusan tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagt Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik;

- Keputusan tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih;

- Keputusan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye;

- Keputusan tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur,

Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan;

- Keputusan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan

Pertanggungiawaban Dana Hibah Pemilihan;

- Keputusan tentang Penunjukan Rumah Sakit sebagai Tempat

Pemeriksaan Bakal Pasangan Calon;

- Keputusan tentang Standar Kemampuan Sehat Jasmani Rohani

dan Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan

Calon;

- Keputusan terrtang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan;

- Keputusan tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta

Pemilihan;

- Keputusan tentang Spesifikasi Bahan Kampanye, Alat Peraga

Kampanye dan Iklan Kampanye;

- Keputusan tentang Jenis, Spesifikasi Teknis dan Kebutuhan

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;

- Keputusan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga

Kampanye;

- Keputusan tentang Penetapan Nomor Urrt Pasangan Calon;

- Keputusan tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan

Penghitungan Suara

- Keputusan tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan; dan

- Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih.

2. Regulasi terkait Dukungan Kesekretariatan Penyelenggara Pemilu:

a. Keputusan tentang Pengelolaan dan Pertanggungiawaban; dan

b. Keputusan tentang Kearsipan dan Tata Naskah Dinas.
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D. Kerangfu Kelembagaan KPU Ikbupaten Pangandaran

Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Pangandaran sebagai

berikut:

1. Penguatan Koordinasi Kerja antar Lembaga Penyelenggara Pemilu

KPU Kabupaten Pangandaran menjalin kerja sama dengan lembaga

penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga

penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU, KPU Provinsi, Bawaslu

Kabupaten beserta jajarannya, dan lembaga penyelengguaPemilu yarrg

secara hierarki di bawah KPU Kabupaten Pangandaran.

2. Penyempurnaan Hubungan Tata Kerja Internal maupun antar Unit Kerja

dan Lembaga agar Tercipta Tata Laksana Organisasi yang Lebih

Transparan, Sinergis, Harmonis, Efektif dan Efisien

Salah satu faktor pendularng dalam pencapaian tujuan organisasi

adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis,

harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU

Kabupaten Pangandaran akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran

sekretariat pada setiap lini organisasi pada kegiatan yang

diselenggarakan.

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Aparatur KPU yang Profesional,

Berintegritas dan Berkinerja sehingga dapat Melaksanakan Visi dan Misi

Organisasi KPU dengan Baik

Dalam rangka meninglatkan kapasitas sumber daya manusia, KPU

Kabupaten Pangandaran melaksanakan program dan kegiatan KPU

untuk mengilmtsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat

teknis dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini
diharapkan dapat meningftatkan lmalitas penyelenggara Pemilu secara

profesional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

4. Penguatan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Bag Pemilih sebagai

Upaya Mening[atkan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat untuk
Berdemokrasi secara Berkualitas

Dalam rangka meninglatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat

untuk berdemolrrasi secara berkualitas KPU Kabupaten Pangandaran

melaksanakan kegiatan berikut:
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a. Bekerjasama dengan media elektronik di Kabupaten Pangandaran

untuk menyosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan

Pemilihan di Kabupaten Pangandaran; dan

b. Membentuk media center di Kantor KPU Kabupaten Pangandaran

untuk memudahkan akses bagi wartawa.n dalam penggalian informasi

perihal kepemiluan.

5. Pemutakhiran Data Pemilih melalui Koordinasi dan Kerja Sama yang

Efektif dengan Stakeholders

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten

Pangandaran akan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.

6. Penguatan Kerja Sama dengan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah

Dalam rangka kerja sama dengan lembaga pemerintah/non

pemerintah pada tahun 2O2O-2O24, KPU Kabupaten Pangandaran akan

melakukan kerjasama dengan:

a. Lembaga Pemerintah di bidang keamanan, yaitu:

- Kepolisian, untuk kegiatan pengamanan acara seremonial,

pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke

daerah;

- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran dan Linmas

se-Kabupaten Pangandaran, untuk kegiatan pengamcman di TPS

pada saat pemungutan dan penghitungan suara;

- Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandarall, untuk
kegiatan kirab peserta Pemilu.

b. Lembaga Pemerintah di bidang sosialisasi, yaitu:

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk kegiatan

sosialisasi kepemiluan kepada penghuni Lapas di Kabupaten

Pangandaran;

- Bakonril Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa

Barat, untuk kegiatan sosialisasi kepada Pemilih Pemula atau

Pelajar SMU;

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran,

untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu melalui media

cetak dan media elektronik milik Pemerintah Kabupaten

Pangandara.n.
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- Pemerintah Kabupaten Pangandaran, untuk pemasangan bahan

kampanye; dan

- Perguru€rn Tinggi, untuk peningkatan partisipasi pemilih pemula

dan pengembangan riset kepemiluan.

c. Lembaga Pemerintah di bidang penganggaran dan pengelola

keuangan, yaitu:

- BPKAD Kabupaten Pangandaran, untuk pen5rusunan anggaran

Pemilihan tahun 2024;

- Inspelrtorat Kabupaten Pangandarart, untuk pengawasan dan

pengelolaan anggaran Pemilihan tahun 2024; darr

- Kejaksaan Negeri, untuk pendampingan hukum.

d. Lembaga Non Pemerintah, diantaranya sebagai berilnrt:

- KPU Kabupaten Pangandaran akan bekerja sama dengan media

elektronik maupun media cetak di Kabupaten Pangandaran dalam

rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu;

- KPU Kabupaten PangandErran akan bekerjasama dengan

organisasi atau komunitas yang peduli pada kelompok difabel dan

peningkatan prinsip aksesibilitas; dan

- Bekerja sama dengan media untuk sosialisasi, pendidikan

pemilih, dan peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi

pemilih.
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BAB IV

TARGET KINER-IA DAN KERANGKA PENDANAAN

KOMTSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

A. Target Kinerja KPU Kabupaten Pangandaran

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit

kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada.

Tabel 11

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Tahun 2O2O-2O24

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

2Oo/o 25/o 3O"/o 35% 4Oo/o

Terwujudnya
Sistem Informasi
mengenai Partai
Politik yang andal
dan berkualitas

Persentase informasi
mengenai partai politik
yang mutakhir dan
dipublikasikan pada
publik

WTP WTP WTP WTP WTP
Opini BPK atas
I-a.poran Keuangan

Terwujudnya
Sumber Daya
Manusia dan
L€mbaga KPU yang
berkualitas

Nilai Keterbukaan
Informasi Publik lOOo/o 100% 100% loo% IOOVI

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.
Persentase Partisipasi
Pemilih dalam
Pemilu/Pemilihan

77,5
%

o
o/o

o
o/o %

77,5 77,5
o/o

Persentase Partisipasi
Pemilih Peremprran dalam
Pemilu/Pemilihan

77o/o Oo/o ov, 770/, 77o/o

Pers enta.se Partisipasi
Pemilih Disabilitas dalam
Pemilu/Pemilihan

77o/o Oo/o Oo/o 77o/" 77o/"

Terwujudnya
Kesadaran Pemilih,
Kepemiluan dan
Demokrasi yang
tinggi untuk
seluruh lapisan
masyarakat

Persentase Pemilih yang
Berhak Memilih Tetapi
Tidak Masuk dalam
Daftar Pemilih Tetap

o.20
o/o

o
o/o

o
o/o

o.t7
o/o

o.16
o/o

Terwujudnya
koordinasi
penyelenggaraan
'kepemiluan yang
sesuai dengan
Standar Pelayanan
Publik, disertai
pengelolaan data
dan informasi serta
dokumentasi
pelaksana.an Pemilu
berbasis teknologi
informasi yang
terintegrasi

Persentase KPU
Kabupaten Pangandaran
yang menyelenggarakan
Pemilu/ Pemilihan sesuai
dengan jadwal dan
ketentuan yang berlaku LOOVo LOOo/o OY" LOOYI IOOY"

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang l,angsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
Persentase KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
melaksanakan
Pemilu/Pemilihan yang
Aman dan Damai

lOOo/" IOOVI toov, 100% looo/,

Terwujudnya
Pemilu Serentak
yang aman dan
damai disertai
penyelesaian
sengketa hukum
yang baik Persentase Sengleta

Hukum yang
dimenanekan KPU

ag%" 89/" agYo agYo 9OVo

Iujuan
Satsaran

Stratt'gis
Inel il<at or

Targrt Kinerja

2020 2021 2022 2023 202+
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Adapun Target Kinerja KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2O2V2O24

sebagai berikut:

Tabel 12

Target Kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2O2O-2O24

I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Meningkatnya
Kapasitas SDM yang
Berkompeten

Persentase kesesuaian
kompetensi pegawai
terhadap standar
kompetensi
penugasannya

900h 95o/o 95o/o LOOo/o lOOo/o

Terwujudnya
Dukungan Sarana
dan Prasarana Guna
Meningkatkan
Kelancaran T\rgas
KPU Kabupaten
Pangandaran

Persentase
Tersedianya Sarana
dan Prasarana untuk
Memenuhi Kebutuhan
Kerja Pegawai yang
Berfungsi dengan Baik

100vo IOOVI lO@/" 7Off/o IOU/o

Nilai Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja
KPU Kabupaten
Pangandaran

B B B B B

Opini BPK atas
Laporan Keuangan
KPU Kabupaten
Pangandaran

WTP WTP WTP WTP WTP

Meningkatnya
Akuntabilitas
Keuangan dan
Kinerja KPU
Kabupaten
Pangandaran

Nilai Evaluasi atas
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
KPU Kabupaten
Pangandaran

76 77 7a 79 80

Terwujudnya Data
Pemilih secara
Berkelanjutan

Persentase KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
memutakhirkan
Data Pemilih Tepat
Waktrr

100% lOOo/o lOOo/o 100% IOOVo

1. Pelaksanaan Perencanaatr, Organisasi

Terwujudnya
rencana kerja dan
anggaran KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
efelirtif dan efisien

Jumlah revisi
yang dilakukan
terhadap rencana
kerjayang telah
ditetapkan 12kali 8 kali 12 kati 12 kati 12 kali

Persentase laporan
monitoring dan
evaluasi yang
akuntabel dan tepat
waku

75o/" 75o/o 750h 75o/o 75Yo

Terwujudnya sistem
administrasi
penyelenggaraan
Pemilu yang tertib,
efektif dan efisien

PersentaseKPU
Kabupaten
Pangandaran yang
target kinerjanya
tercapai sesuai
dengan perjarq'ian
kineria

lOff/" LO0P/o IOOV" lOOo/" LOOo/"

Terwujudnya
Reformasi Birokrasi
di KPU Kabupaten

Persentase KPU
Kabupaten
Pangandaran yang

Proq'ranr /
Kegiatar.r

Si.tsirran T)rogi-aln

(Outcorne) /
Sasaran Kt'giatan

Inclil<ator
Tareet Kineria

2020 2021 2{'t22 2023 202.+
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Pangandaran mendapat nilai
minimal B untuk
penilaian mandiri RB

700h 8O"/o 9U/o 100% IO0P/o

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Persentase pegawai
yang mendapatkan
layanan kepegawaian
secara tepat waktu
dan akurat

97.5
o/o

97.5
o/o

97.5
o/o

97.5
o/o

97.5
o/o

Meningkatnya tertib
administrasi dan
pengelolaan sumber
daya manusia

Persentase
Penegakkan Disiplin
Pegawai

9Oo/o 9O"/o 9OYo 9ff/o 9OYo

Terlaksananya
Proses seleksi
Anggota KPU
Kabupaten
Pangandaran Sesuai
Peraturan
Perundang-
Undangan yang
Berlaku

Persentase Anggota
KPU Kabupaten
Pangandaran yang
diseleksi sesuai
dengan periode masa
jabatan dan PAW U/o IOU/o lOOo/o lOOo/o lOOo/o

Tersedianya data
dan informasi
kepegawaian

Persentase Pegawai
yang Tercatat secara
akurat dalam Data
Base Kepegawaian
berbasis teknologi
informasi

50o/o 7U/o 8Oo/o 9Oo/o 9So/n

Pembentukan Badan
Penyelenggara Adhok

Jumlah badan adhok
yang dipersiapkan
dan dibentuk

1

Sakter

I
Sakter

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Meningftatnya
pembinaan
perbendaharaan

Persentase Pejabat
Perbendaharaan yang
menyelesaikan
pertanggungiawaban
penggun€ran a-nBg€rran
sesuai ketentuan

9O"/" 9Oo/" 9ff/" 9tr/o 900/,

Terlaksananya
sistem akuntansi
dan pelaporan
keuangan

Jumlah laporan
sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan 2Lap 2bp 2 Lap 2l-ap 2 l.ap

Terselesaikannya
permasalahan
pengelolaan
keuangan

Persentase
permasalahan dalam
pengelolaan keuangan
yang dapat
diselesaikan

8O"/" 85o/o 85% 9OVo 9OVo

Tersusunnya
laporan
pertanggungiawaban
Pengguna€rn
anggaran

Persentase KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
Menyampaikan
[.aporan
Pertanggungiawaban
Penggunaan
Anggaran berbasis
SIMOMKAyangTepat
Waktu dan Valid

95o/" 95Yo 9SYo 95o/o 95/o

Prograrn/
Kegiatan

Sasaran Prograin

(Or-rtcorne) /
Sasaran Kcsiatar-I

Lrdikator
Tarset Kincria

2020 2021 2022 2023 2024
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Persentase KPU
I(abupaten
Pangandaran yang
Patuh dan Tertib
dalam Pengelolaan
Barang Milik Negara
vang Material

99Yo 98% 98o/" 98Yo 98o/o

Terwujudnya
Pengelolaan Barang
Milik Negara sesuai
dengan Peraturan
dan Perundangan
yang berlaku

Jumlah l,aporan
Barang Milik Negara
Berdasarkan SIMAK
BMN yang Datanya
Sesuai dengan Data
SAK

5l,ap 5 Lap 5l-,ap 5 tap 5 I.ap

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor
Meningkatnya
Kualitas Tata Kelola
Administrasi
Persuratan dan
Pengelolaan Arsip

Persentase KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
Mengelola Arsip Inaktif
Sesuai Aturan
Kearsipan

87.5
o/o

87.5
Vo

87.5
o/o

87.5
o/o

a7-5
o/o

Persentase sarana
transportasi untuk
mendukung kinerja
pegawai yang
berfunssi densan baik

LOOo/o lOOo/o looyo lOOo/o LOOo/o

Persentase fasilitas
perkantoran untuk
mendukung kinerja
pegawai yang
berfungsi dengan baik

loooA lOOo/o LOOo/o 100% 100%

Terwujudnya
Dukungan Sarana
dan Prasarana guna
Meningkatkan
Kelancaran T\rgas
KPU Kabupaten
Pangandaran

Persentase KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
berfungsi dengan baik

lOOo/" toovo loo% 100% 100%

Persentase ruangan
rapat yang digunakan
tidak ada yang
bersamaan dalam
waktu dan tempat

lOOo/" IOOVI lOOo/o looo/o lo0%

Meningkatnya
Kualitas Layanan
Persidangan dan
Protokol

Persentase Hasil
Rapat Pleno yang
ditindaklanjuti
paling lambat 4
hari kerja

lOOo/" lOOo/o lOOo/o too% lOOo/o

Terwujudnya
Keamanan dan
Ketertiban di
linglimngan KPU
Kabupaten
Pangandaran

Persentase gangguan
keamanan dalam
linglorngan KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
dapat ditane$iangi

100% 100% 100% 100% too%

Terwujudnya
Dukungan Sarana dan
Prasara:ra guna
Meningkatkan
Kelancaran Tugas KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
dapat ditanggulangi

Persentase Gedung
dan Gudang KPU yang
dapat ditanggufangi
yang dapat dipenuhi

72o/o 73/" 72% 72Yo 72o/o

Proeram/
Kegiatan

Sirsaran I)t ogram

(C-)u tcorne) /
Sasaran Kcgiatan

Inclikator
Tareet Iiirreria

2020 2021 2022 2O23 2024
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5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal
Meningkatnya
efektivitas
pengawasan internal
dan eksternal di
lingkungan KPU
Kabupaten
Pangandaran

Persentase penurunan
nilai temuan hasil
pemeriksaan internal
dan eksternal
terhadap Realisasi
Anggaran

3tr/o 3ff/o 3Oo/o SOVo 3V/o

Meningkatnya
Penyelenggaraan SPIP

Nilai Maturitas SPIP
312 3,3 3,4 3,4 3,5

Terwujudnya
Penyelenggaraan
pemerintahan yang
bersih dan
bennibawa lclean
gouernancel

Persentase
pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti 9Oo/o 9O"/" 9Oo/o 9Oo/o 95o/o

Mening]<atnya
manfaat hasil
pengawasan BPK,
BPKP dan APIP KPU
dalam pencapaian
tujuan KPU
Kabupaten
Pangandaran

Persentase
penyelesaian
rekomendasi BPK,
BPKP dan APIPyang
ditindaklanjuti 7Oo/o 7Oo/o 7Oo/o 7Oo/o 75o/o

Meningka.tkan
akuntabilitas kinerja
di lingkungan KPU
Kabupaten
Pangandaran

Persentase KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
mendapatkan nilai
akuntabilitas kinerja
minimal B

600/o 600/" 7ff/" 7U/" 7Oo/o

Meningkatnya
akuntabilitas
keuangan dan
kineq'a

Persentase Unit ke{a
yang telah
melaksanakan
pembangunanTana
Integritas Menuju
wBK/WBBM

750/0 75o/" 75o/o 75o/o 75o/o

6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan

Pening[atan
kompetensi SDM KPU
Kabupaten
Pangandaran

Persentase Pegawai
yang Telah
Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan dalam
Rangka Peningkatan
Kompetensi SDM

LOOV, tOOo/" LOV/o l00o/o LOOo/o

Prograrn/
Keeiatan

Sasarrilr'l Prograrr

(Outcome) /
Sasaran Keqiatan

Inclikator
Target Kir.rerja

2020 2021 2022 2L)23 2024
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Tabel 13

Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu

Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Tahun 2O2O-2O24

II. PROGRAM PEI{YELENGGARAAN PEMILU DAI-AM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

Terlaksananya
penetapan Peraturan
KPU Kabupaten
Pangandaran sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan, serta
pendokumentasian
informasi hukum,
dan penvuluhannva

Persentase Rancangan
Peraturan KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
disusun dan
diharmonisasi dengan
tepat walrhr sesuai
dengan Kerang[a
Regulasi KPU
Kabupaten
Pangandaran

lOOo/o LOOo/o LOOo/" l OOo/o IOU/o

Terwujudnya Dukungan
Logistik DalamP
enyelenggaraan
Pemilu,/Pemilihan

Persentase Satker yang
mendistribusikan
logistik
Pemilu/Pemilihan
secara tepat sasaran,
tepat jumlah, tepat
jenis, tepat mutu,
dan tepat waktu

toooh IOOVI lOOo/o 100% ro0%

Terwujudnya Tahapan
Pemilu/Pemilihan
Sesuai Jadwal

Persentase KPU
Kabupaten Pangandaran
yang Menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan sesuai
denqan iadwal

IOOYo IAOYI looyo lOO"/o TOOo/o

1 . Pen5rusunan Peraturan Perundang-Undangarr
Terlaksananya
penyusunan
rancangan Peraturan
KPU sesuai dengan
ketentuan
perundang-
undangan

Persentase Rancangan
Peraturan
KPU Kabupaten
Pangandaran yang
disusun dan
diharmonisasi tepat
waktu sesuai dengan
kerangla regulasi KPU
Kabupaten
Pangandaran

lOOo/" lOOo/o LOOo/o lOOo/o 100/o

Persentase produk
hukum yang dikelola
dan didokumentasikax
sesuai peraturan
perundang-undangan

920h 93o/" 97"/, 100% 100%

Terlaksananya
pengelolaan dan
pelayanan
informasi hukum

Persentase informasi
produk hukum yang
disajikan secara
cepat, tepat, dan
akurat sesuai dengan
soP

9OY" 92o/" 93o/o 94o/o 100%

2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum

Penurunan jumlah
sengketa hukum
dalam perkara
perselisihan sengleta
hukum

o

perka
ra

1

perka
ra

o

perka
ra

o
perka

ra

o

perka
ra

Penurunan jumlah
sengketa hukum yang
dia-iukan ke
Mahkamah Konstitusi

o

perka
ra

3
perka

ra

o
perka

ra

o
perka

ra

o
perka

ra

Terlaksananya
penyelesaian
seng!<eta dan
pelayanan
pertimbangan
hukum

Persentase sengketa
hukum yang

aaYo 88o/" 490 AgVo 9OV"

Prosrrir nr /
Kegiatirn

Sasaran Proqram
(Ourtcome) /

Sa-saran Kegiatalr
It'rcl ika t or

Target Kiner-ia

2020 2021 2022 2023 2021
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dimenangkan KPU
Kabupaten
Pangandaran

3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW

Persentase KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
menetapkan jadwal
tahapan dan
petunjuk teloris
penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan
sesuai densan iadwal.

100/o 100% 100% 100% IOOVI

Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan
Sesuai Jadwal

Persentase KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
memutaldrirkan data
wilayah/pemetaan
dan penetapan
Daerah Pemilihan
untuk Pemilu Tahun
2024

100o/o lOOo/" IOOYI IOOVI IOOYI

Terlaksananya
layanan administrasi
PAW tepat waktu dan
sesuai aturan

Persentase proses PAW
anggota DPRD dapat
diselesaikan dalam
waktu 5 hari kerja

100P/o lOOo/o ].OOo/o 100% IOOYI

Pengelolaan Calon
Peserta Pemilu

Persentase Calon
Peserta Pemilu yang
dapat difasilitasi

U/" OV" 100% 100% 100%

Terwujudnya
Rancangan
Pedoman Desain
dan Template
Kebutuhan
Pemilu/Pemilihan
Guna Mendukung
Tata Kelola KPU
Kabupaten
Panqandaran

Jumlah Rancangan
Pedoman Desain dan
Template Kebutuhan
Pemilu/Pemilihan
GunaMendukung
Tata Kelola KPU
Kabupaten
Pangandaran

2

Draft
0

Draft
2

Draft
4

Draft
8

Draft

Jumlah dokumen
SOP atau petunjuk
teloeis untuk
pelaporan Dana
Kampanye, Verifikasi
Partai Politik
dan/atau syarat
dukungan Calon
perseorangan yang
disusun sesuai
dengan tahapan
Pemilu/ Pemilihan

1

doku
men
[rers
eorall
gan)

Tersedianya
pedoman laporan
dan audit dana
kampanye,
verifikasi partai
politik dan/atau
anggota peror€rngan
DPD

Persentase data
kepengurusan dan
keanggotaan partai
politik yang
dimutakhirkan

4Oo/" 80% 4Oo/o 6OV"

4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan
Pengelolaan Rumah
Pintar Pemilu

KPU Kabupaten
Pangandaran yang
telah membentuk
Pusat Pendidikan

IO0f/o LOOo/o lotr/o LOOo/o IOOVI

Proeram/
Kegiatar.r

Sasaran Program
(Or-ttcorne) /

Sasaran Kr:qiatan
Inclikator

Tar.get Kiner-ja

2020 2021 2022 2023 2021
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Pemilih
KPU Kabupaten
Pangandaran yang
dilengkapi dengan
digitalisasi Rumah
Pintar Pemilu {RPP)

8V/o 85% 9tr/o 95/o IOOYI

Pendidikan Pemilih
Kepada Masyarakat
Umum

Persentase satker
KPU Kabupaten
Pangandaran Aceh
yang memiliki
"Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk
masyarakat umum

85% 9Oo/o 95o/o 9804 lOOo/o

Persentase satker
KPU Kabupaten
Pangandaran yang
memiliki
"Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk
pemilih perempuan

85o/o 9Oo/o 95o/o 98o/o lO0o4o

Persentase satker
KPU Kabupaten
Pangandaran yang
memiliki
"Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk
pemilih pemula

85V" 9OYo 95o/o 98o/n IOU/o

Pendidikan Pemilih
Kepada Pemilih
Pemula, Perempuan,
dan Disabilitas

Persentase satker KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
memiliki "Pendidikan
Pemilih Kepemiluan
dan Demokrasi" untuk
pemilih disabilitas

A5V" 9Oo/" 95v, 98o/o 100%

Pendidikan Pemilih
Kepada Daerah
Partisipasi Rendah,
Daerah Potensi
Pelanggaran Pemilu
Tingg, dan Daerah
Rawan
Konflik/bencana

Persentase satker
KPU Kabupaten
Pangandaran di
DaerahPotensi
Pelanggaran Pemilu
Tinggi, Daerah Rawan
Konflik/Bencana, dan
atau Daerah dengan
Partisipasi
Masyarakat Rendah
yang mendapatkan
"Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan
Demokrasi

85/" 9Oo/" 95/o 98o/" 100%

Persentase
Permohonan
informasi yang
ditindaklanjuti
melalui PPID sesuai
densan SOP

IOOVI lOOo/" LOO/" LOOYI 7OO"/o

Meningkatnya
kualitas layanan
informasi dan data
yang cepat serta
akurat

Persentase informasi
dan publikasi tal'.apan
Pemilu/Pemilihan
yang dimuat di 1O

too% LOOo/o 100% 100% 100%

lo21
lndil<ator

Progra rn /
Kegiatan

Sasaran Prograr-n
(Or-ttcornc) /

Seisarar"r I(r'giatan

Tarqet Kincrja

2020 20'21 2022 2023
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media massa
Nasional
Persentase informasi
dan publikasi
tahapan
Pemilu/Pemilihan
yang ditampilkan di
media publikasi KPU
Kabupaten
Pangandaran paling
lambat I (satu)
hari keria

IOOYI LOOOA LOOVI LOOo/" LOV/o

Sosialisasi
Kebijakan KPU
Kabupaten
Pangandaran Kepada
Stakeholder (Partai
Politik, LSM, Ormas,
Pemerintah Daerah,
Perguruan Tinggi,
dan Masyarakat)

Persentase
penyampaian
informasi dan
publikasi dalam
tahapan
Pemilu/Pemilihan
yang ditampilan di
media publikasi

lOOo/o lOOo/o ]^OOo/o LOOo/o LOOo/o

5. Pelaksanaan Pengelolaan L,ogistik

Persentase KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan
tanpa ada
permasalahan
anggaran dalam
pemenuhan
kebutuhan logistik

LOOo/o Oo/o Oo/o lOOo/o totr/o

Persentase KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
melaksanakan
pengadaan logistik
keperluan
Pemilu/Pemilihan
dengan tanpa ada
kasus terhadap proses
pengadaan yang
mengakibatkan
kerugian negara atau
pemborosan uang
negara

LOOo/" Oo/" o% LOOo/o IOU/o

Persentase KPU KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
mendistribusikan
logistik
Pemilu/Pemilihan
tepat jenis, jumlah
dan waktu

IOOVI loovo lOOo/" LOOo/o IOOYI

Terlaksananya
fasilitasi pengelolaan
data kebutuhan,
pengadaan,
pendistribusian,
serta pemeliharaan
dan inventarisasi
logistik
Pemilu/pemilihan

Persentase KPU KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
menginventarisir dan
memelihara logistik
Pemilu/Pemilihan 1

(satu) hari sebelum
pelaksanaan

LOOo/o O/o OVo loovo LOOoh

Tarqci Kint-rja

2024

Progra nr /
Ke gir'luur

Sasaran f)rogran-i
(Or,rtcornc) /

Sasaran I{cgiatan
Irrrl il<ator

2020 20).) 2022 2023
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pemungutan suara
dalam
Pemilu/Pemilihan

Ketersediaan Logistik
Pemilu

Persentase
penyediaan logistik
Pemilu

Oo/o Oo/o U/" lOOo/o loo"h

Ketersediaan Suara
Pemilih Hasil Pemilu

Persentase
Pelaksanaan
Pemungutan sampai
dengan penetapan
hasil Pemilu

Oo/o Oo/o U/o Oo/o 100%

6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

lOOo/o LOOo/o lOtr/o

Persentase KPU
Kabupaten
Pangandaran yang
melaksanakan
Pemutakhiran data
pemilih secara
berkelaniutan

LO0P/o LOOo/o

Persentase Sarana dan
Prasarana Teknologi
Informasi untuk
Sistem Informasi yang
arnan, handal dan
lancar

IOU/o lOOo/" 100% loo% lOOo/o

Persentase Aplikasi KPU
Kabupaten Pangandaran
yang diterapkan
secara terintegrasi

50% 5O"/" 65o/o 8O"/" toooh

Tersedianya data,
informasi, sar€rna
dan prasarana
telanologi informasi
serta penerapan e-
government KPU
Kabupaten
Pangandaran
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B. Kerang!<a Pendanaan KPU Katnrpaten Pangandarart

Target total pendErnaan KPU Kabupaten Pangandaran dalam kurrrn waktu

5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 35.598.131.000

2. Frogram Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

sebesar Rp 64.739.412.000

Adapun rincian per program setiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel L4

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabu.paten Pangandaran

Tahun 2O2O-2O24

076.Ol.O1
Sasaran Program
Dulmngan
Manajemen

2.370.169 2.425.260 2.700.260 10.485.190 17.677.252 35.598.131

Program/
Kegiatan

Sasaran Program

(Outcome)

Alokasi {dalam juta rupiahf

Jumlah
2020 2027 2022 2023 2024

Program/
Kegiatan

Sasaran l)rogranr
(Or-rtc:orne) /

Sasaran Kegiatan
Inclikator

Tar a

2020 2021 2022 2023 202-+
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076.01.06

Sasaran Program
Penyelenggarean
Pemilu dalam
Proses
Konsolidasi
Demokrasi

34.069.332 5.413.389 53.979 I 1.566.403 13.636.309 @.739.4r2

TOTAL 36.439.501 7.838.649 2.754.239 22.051.593 31.253.561 100.337.543

-61 -

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama tahun

2O2O-2O24 sebagai berikut:

Tabel 15

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Pangandar€rn

Tatrun 2O2O-2O24

Berdasarkan Kegiatan Dukungan Manajemen

Tabel 16

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Pangandaran

Tahun 2O2O-2O24

Berdasarkan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu

Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

1.722.974 1.747.551 1.747.551 1.747.551 r.747.551 8.713.178ss55
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan
Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen
KPU

9.2263356
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,
Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana
dan Pra Sarana

9.226

55.434 55.434 7.840.364 14.947.O74 22.912.5243357
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan
Data

14.278

886.481 886.481 886.481 886.481 3.894.6r 53360
danPenyelenggaraan Operasional

Pemeliharaan Perkantoran {KPU}
623.691

336 I
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU,
Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretarial
KPU Kabuoaten/Kota

ro.794 10.794 1o.794 36.206 68.588

t7.617.252 35.598.r3rTOTAL 2.370.t69 2.425.260 2.700.260 r 0.485.190

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAI,AM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

3356

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Datal
kebutuhan, pengadaan, pendistribusian,l
serta pemeliharaan dan inventarisasil
losistik, Pemilu/Pemilihan I

10.248 to.24a 1.128.279 1.O89.661 2.238.4.36

3363

Penyiapan Penyusunan Rancanganl
Perahrran KPU, Advokasi, Penydesaianl
Sengketa dan Pen5nrluhan Peraturad
PenrndangUndangan yang Berkaitanl
Dengan Penvelenggaraan Pemilu I

6.466 6.466 580.736 150.735 744.40.3

3364

Fasiltasi Pelaksanaan Tahapan Pemilul
Legislatif, Pemilu Presiden dan Waki{
Presiden, Pemilukada, Publikasi dan | 34.069.332

I

I

5.396.675 37.265 9.857.388 12.395.9r3 61.756.573

Progrlrnr 7'

Kegintilrt
Llraian

Trrrgt r Kirrrriar

tolo 20f I 2022 .1D23 )o-1.1 ,Jrrtr lah

Progrittrr 1

Kcgiatirn

Targt Kir

LIraiorr
l( )2 r) 2tt2l ')tr )') 2023 2{)24 .Iumlal-r
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Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan
PAW

36.439.501 7.838.649 2.754.239 22.051.59 31.253.561 64.739.412TOTAL

Progrir nr /
Kegi:rtirrr

l'irr 't Kirlcr

U rariirtr
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BAB V

PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2O2O-2O24 merupakan

dokumen perenc€rnaan 5 (lima) tahunan yang menjadi penduan bagi pimpinan

KPU Kabupaten Pangandara.n dan Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran

dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerja sehingga konsisten

dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi,

misi, tujuan, sasaran, dan strategt yang meliputi kebijakan dan program untuk
kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangt<a memberikan

kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan ter.wujud dalam kurun waktu

tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2OA2-2O24 ini
dilengkapi pula dengan matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten

Pangandaran serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2O2O-2O24 merupakan

komitmen bersama selumh pihak baik pimpinan KPU Kabupaten Pangandaran

maupun Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran unhrk melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan

target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2O2O-2O24. Dalam hal ini, KPU

Kabupaten Pangandaran tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala

kebijakan terkait Pemilu dan Pernilihanyang diatur oleh Undang-Undang. Renstra

ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acu€rn dalam pelaksanaan

program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan

penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-maslng unit
ke{a sehingga imglementasi dari target kineq'a yang telah ditetapkan dapat

direalisasikan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 28 Juli 2A2l

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd

Ismail

Hukum,

MUHTADIN
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